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BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 3% TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Kabupaten Rejang Lebong,

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentulkan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomeor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828|;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4286/,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbenidaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4335);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495),



.

T

10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomoer 9 Tahun 1997
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Benghkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L+
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 MNomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Kekavaan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indomesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyvarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor
29 Seri E);



18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 3);

19, Peraturan Daerah MNomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2015 Nomor 107);

230. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108];

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Fokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 9);

22, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 fentang
Penangulangan Bencana (Berita Duerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2014 Nomaor 266);

23, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan
Pembubaran BUMDes (Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2018 Nomor 266).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
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2
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4.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN REJANG
LEBONG

BAB
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pagal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Eejang Lebong.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan UTUSAD

pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong,

Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masvarakat hukum vang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hal asal usul dan/atau hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan  Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

PL:mmrint&h Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

ﬁ dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
sa,
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Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Perangkat Desa adalah unsur stal yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan keordinast vang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
arggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan vang ditetapkan
aleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa baik vang Bersifat pengaturan maupun penetapan.

Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputiputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawsaban keuangan Desa,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah vang yang keluar dari rekening kas Desa,
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan Kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang fidak akan diterima kembali oleh

Desa,
Pembiavaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yvang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya,
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa vang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai Rkewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa,

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa vang menguasakan sebagian
kekuasaan PRPKD.

. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai

]:Iﬁm_:r pimpinan sekretariat Desa yvang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKD,

26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa

yang berkedudukan sebagai unsur stal sekretariat  Desa  vang
menjalankan tugas PPKD,
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Kepala Seksi vang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebapai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempal penyimpanan uang daerah yang ditentukan aleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa vang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank vang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah
badan usaha vang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penvertaan secara langsung vang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisabkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha
lainya untuk sebesar — besarnya kesejahteraan masyarkat Desa.

Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan guna mendanai kegiatan
vang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam

satu tahun anggaran., _
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa

dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dolkumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan lkegiatan vang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Dakumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran vang selanjutnva disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian  kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APE Desa
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan vang selanjutnya disinglad
DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau
penyedia barang/jasa.

Renecana Anggaran Kas Desza yang selanjutnva disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA vang telah disahkan oleh
Kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnva disingkat SFP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/ jasa.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah vang selanjutnya disingkat APIF
adalah inspektorat daerah kabupaten,



Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa |
(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

BAB 1T
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

[2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
e. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa;

menetapkan PPKD;

menyvetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

menyetujui RAK Desa; dan

. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan
sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa,

moo o

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPED)
Pasal 4

FPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
a_ Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi, dan

¢. Kaur Keuangan.

Pasal 5

{1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufl a bertugas
sebagai koordinator PPRKD.
[2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penvusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan
Perubahan APBDesa;
&. mengoordinasikan penvusunan rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, rancangan Peraturan Desa fentang Perubahan APEDesa,

dan  rancangan Pergturan Desa tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa;



(3)

{1)
(2)

(3)

(4

(3]

(1)

(2)

(3l

{4
(5)

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;

e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangha
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Sekretaris Desa

mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran

APBDesa:
Pasal &

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas

sebagai pelaksana kegiatan anggaran,

Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan

b. Kaur Perencanaan,

Kasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kasi Pemerintahan;

b. Kasi Kesejahteraan; dan

c. Kasi Pelayanan.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,

melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

menandatangani  perjanjian kerja sama dengan penyedia atas

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang

tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan AFBDess;

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kepiatan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas

masing-masing dan ditetapkan dalam RKFDesa.

sap o

Pasal 7

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 avat (4) dapat dibantu oleh tim vang melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat
dilakukan sendiri.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur peranghkat
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, vang terdiri

atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
¢. Anggota.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yaitu pelaksana
kegiatan dan anggaran atau pelaksana kewilayahan adalah Kepala Dusun.
Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada
saat penyusunan EKFP Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.




Pasal 8

(1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢
melaksanakan funpgsi kebendaharaan.

(2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1), mempunyai tugas:
a. menyasun RAK Desa: dan
b, melakukan penatausahaan yang meliputi:

menerima;

menyimpan;

menyetorkan /membayar,

menatausahakan; dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

(3} Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF) Pemerintah Desa.

h b b —

BAE Il
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

(1] APBDesa terdiri dari:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.

(2] Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diklasifikasikan menurut;
a. kelompok;
b. jenis; dan
¢c. objek pendapatan,

{3} Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada avat {1} huruf b
diklasifikasikan menurut:

hurufl a

a. hidang;
b. =sub bidang:
c. kegiatan;

d. jenis belanja;
c. objek belanja; dan
f. rincian objek belanja.
(4] Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut:
a. kelompok;
b. jenis; dan
‘¢. objek pemhiayvaan.

Pasal 10

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Fendapatan
Pasal 11

(1] Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1) huruf a,
yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu] tahun anggaran vang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.




(2)

(1

(2)
(3)

4

(3)

(1)

(2)

C]

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdivi atas
kelompok:

a. pendapatan asli Desa;

b. transfer; dan

o, pendapatan lain,

Pasal 12

Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
‘ayat (2] huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

e. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. pendapatan asli Desa lain.

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a, antara
lain bagi hasil BUM Desa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
pengelolaan tanah kas Desa;

tempat pemandian umum;

jaringan irigasi;

pemanfaatan lapangan prasarana olah raga milik Desa; dan

hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf ¢ adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat
Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
antara lain hasil pungutan Desa yang sah.

mopRO TR

Pasal 13
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
b, terdiri atas jenis.
a. Dana Desa (DD);

b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;

¢. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

e, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi; dan

f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapstan Belania Negara dan
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e
dﬁhfﬂ-ﬂpﬁt'bd:‘uifﬂ.t umum dan khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2
~dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
- penggunaan paling sedikit 707 (tujuh puluh per seratus) dan paling
 banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 14
Mﬂ&pﬁtﬂn lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat {2
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(1]

(2]

(1}

(2)

(3)

(1)

(2)

penerimaan dari hasil kerja sama Desa

penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa:
penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan:
bunga bank; dan

pendapatan lain Desa vang sah.

Bagian Kedua
Belanja
Pasal 15

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu
semua pengeluaran vang merupakan kewajiban Desa dalam 1 {satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan membiayai
kegiatan di Desa.

Pasal 16

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

i. penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;

¢, pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdavaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, lkeadaan darurat dan mendesak Desa;
Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
sampal dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai
dengan kebutuhan Desa vang telah dituangkan dalam RKP Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi
dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pa=al 17

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub

bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional
pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa:

¢. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik,
dan kearsipan;

d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan,
dan pelaporan; dan

e. pelayanan pertanahan.
klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang;
a. pendidikan;

b. kesehatan;

¢. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. kawasan pemukiman;

e. kehutanan dan lingkungan hidup;

f. perhubungan, komunikasi dan informatika;

g energi dan sumber daya mineral; dan

h. Pariwisata.
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(3]

(4)

(5)

(1)
(2)

(3]

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ dibagi dalam sub bidang:

a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

b. kebudayasan dan kegamaan;

¢. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat.
Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimansa

dimaksud dalam Pasal 16 avat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

perikanan;

pertanian dan peternakan;

peningkatan kapasitas aparatur Desa;

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
dukungan penanaman modal,

g. perdagangan dan perindustrian; dan

h., pengembangan usaha ekonomi Desa.
Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang:

a. penanggulangan bencana;

bh. keadaan darurat; dan

c. keadaan mendesak.

mpan o

Pasal 18

Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat (1) sampai
dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat {1) menggunakan
bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan
kode rekening yvang sama.

Kegiatan yang anggarannysa dinlokasikan dari hasil pengelolaan tanah
bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan keuangan khusus tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh
per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 19

Jenis Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdin
atas:

a6 op

(1)

(2)

3)

belanja pegawai;
belanja barang/jasa;
belanja modal; dan
belanja tak terduga.

Pasal 20

Belanja pepawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a,
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala
Desa dan perangkat Desa, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa
dan perangkat Desa, tunjangan BPD serta tunjangan lembaga Desa.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dianggarkan dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannva
dibayarkan setiap bulan.



(4]

(1)

(2)

(3)

(1)

(2}

(1)

(2)

(3)

(4)

(5}

Pembavaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan
APBDesa.

Pasal 21

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yvang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
antara lain untuk :

a. penyediaan operasional pemerintah Desa,

b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;

kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan telmis;

penyediaan operasional BPD;

pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
penyediaan operasional lembaga Desa; dan

. penyediaan biaya teknis pelaksana kegiatan anggaran Desa.
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dan biaya
teknis pelaksana kegiatan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf e dan huruf g dilakukan untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan Desa.

R W

Pasal 22

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢,
digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang pilai manfaatnyva
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1] digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 23

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d

merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak vang berskala lokal

Desa,

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan keadasn mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi berulang; dan

¢. berada diluar kendali pemermtah Desa,

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada svat (1] merupakan upava tanggap darurat akibat

terjadinyva bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena

adanya kerusakan dan/atau terancamnya penvelesaian pembangunan

sarana dan prasarana akibat kenaikan harga secara nasional yang

menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat akan ditetapkan

melalui surat Keputusan Bupari.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya

pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyvarakat miskin

yang mengalami kedaruratan,
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2

(1

12}

Pasal 24

Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3) adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah
longsor, kebakaran umum, dan abrasi.

Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (3] adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa  atau
serangkaian peristiva yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan
teror,

Ketentuan kriteria kegiatan vang dapat dibiayai untuk penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah merupakan upaya tanggap darurat bencana akibat
terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Kepala
Desa berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:

pelavanan kesehatan; dan
penampungan serta tempat hunian sementara.

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. pertolongan darurat;

c. evakuasi korban bencana;

d. kebutuhan air bersih dan samitasi;

€. pangan;

f. sandang:

B

h.

Pasal 25

Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan dan/atau
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat
kenaikan barga atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya
pelayanan dasar masyarakat.

Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masvarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban
umum dan perlindungan masyvarakat, dan sosial vang memerlukan

penanganan segera,
Pasal 26

Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat
(5) adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi,
dan diselesaikannyva upava pemenuhan kebutuhan primer dan
pelayanan dasar masyarakat miskin yvang mengalami kedaruratan
berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelavanan sosial.

Kriteria masvarakat miskin vang mengalami kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} adalah warga Desa yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyal sumber
mata pencaharian tetapi tidak mempunyvai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang layak begi kehidupan dirinva dan/atau
keluarganva.



(3)

(4)

(1)

(2}

(3]

(4)

{5)

(1)

(2}

(1

Masyvarakat miskin vang mengalami kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada avat (2] disepakati bersama dalam Musyawarah Desa
serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa vang dilaporkan
kepada Bupati melalui Camat tembusan kepada Dinas PMD, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas PU dan
Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Dalam kejadian keadaan bencana alam, bencana sosial, keadaan
darurat, keadaan mendesak Kepala Desa segera melaporkan kejadian
dilengkapi data kejadian dan dokumentasi kepada Bupati melalui
Camat, selanjutnva Camat melaporkan kepada Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebagai babhan untuk ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. Laporan ditembuskan kepada Dinas PU dan
Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas FPMD,
Inspektorat dan Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 27

Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub ndang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak vang
berskala lokal Desa sebapaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak vang berskala lokal
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui
APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan.

Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dianggarkan dalam APB Desa dan/atau APBDesa Perubahan, uraian
rencana anggaran biavanya dibuat secara global tanpa dirinei,

Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diperoleh dari sumber
pendapatan yvang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari
pengalihan  belanja kegiatan lainnya pada bidang penyvelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan [Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayvaan masyarakat Desa
Realisagi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada avat (3] dan
ayat (4) dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang
dilakukan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 28

Pembiavaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1] hurufl e
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayvar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas
kelompok:

g, penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasgal 29

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2]

huruf a, meliputi:
a. SiLPA tahun sebelumnys;
b. pencairan dana cadangan; dan



.
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(2)

(3)

(4

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan
belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayvaan dalam APBDesa.
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf e dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil
penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan,

Pasal 30

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
huruf b, terdiri atas :

a.
b.

(1

2]
(3}

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

pembentukan dana cadangan; dan
penyertaan modal.

Pasal 31

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananva

tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] paling sedikit memuat;

4. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiavai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan,

d, sumber dana cadangan; dan

¢. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penvisihan atas

penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannyva telah

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan

Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal
Pasal 32

Penyertaqn modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurufl b
antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayvaan pemerintah Desa

yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan
Desa atau pelayanan kepada masyarakat,

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada avat {1) merupakan
kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran
pembiayvaan dalam APB Desa. -
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada avat (2) dalam bentuk
tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
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(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 33

Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa uang dan/atau barang

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa diatur dengan

memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat

disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. disetujui dalam Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa
(RRJM Desa ~<RKP Desa - APB Desa);

b. kelembagaan telah terbentuk melalui Musdes ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

c. telah ditetapkan pengurus dengan Keputusan Kepala Desa dan
Berita Acara Pelantikan Pengurus; dan

d. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal,

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud

pada avat (2] meliputi:

8. penyertaan modal melalui APBDesa;

b. BUM Desa memiliki rencana usaha yang di tandai adanya RAB dan

proposal yang usahanya mendukung pengembangan potensi dan

kebutuhan Desa;

Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal;

BUM Desa membuat kelayvakan usaha.

e

BAB IV
PENCGELOLAAN

Pasal 34

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a.
b.
':1-

d.

€.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

perencanaan;
pelaksanaan;
penatausahaan;
pelaporan; dan
pertanggungiawaban.

Pasal 35

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dilakukan dengan Basis Kas.

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
Desa,

Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan
sistern informasi berbentuk aplikasi digital vang dikelola Kementerian

Dalam Negeri,

Bagian Kesatu

Perencanaan
Pasal 36

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan AFPBDesa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan
APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
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Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
rancangan Peraturan Desa tentang AFB Desa.

Pasal 37

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa
kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] selanjutnya BFD
melakukan rapat BPD untuk menjadwalkan kegiatan rapat pembahasan
dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang AFBDesa.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat [4).

Dalam hal BPD tidak sepakat dalam rapat pembahasan rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
BPD membuat catatan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 38

Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Kepala Dess menyiapkan Eancangan
Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat [1).
Pasal 39

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Camat berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang AFB Desa.

Camat bertanggung jawab terhadap hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling

|'br cangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
€. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;

~d. Peraturan Desa mengenai kewenangan Desa;

Hﬁ—m Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

turan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
‘berita acara hasil musyawarah BPD.

¥

g




‘r?_'?

[

(1)
(2)

(3]

(4)

(5)

(1

(2)

3

(1
(2)

Pasal 40

Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparal Desa terkait
dalam pelaksanaan evaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan
Desa dimaksud.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa
dimaksud berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa
menetapkan menjadi Peraturan Desa.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD
melakukan penvempurnaan paling lama 20 (dua puluh] hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi,

Pasal 41

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camal
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati
melalui Dinas PMD, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud
dengan Keputusan Bupati.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari Kkera setelah
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya
Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa dimaksud.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 42

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa vang telah dievaluasi
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang AFB Desa
Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dar Peraturan Desa

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Camat

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
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Pasal 43

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada
masyarakat melalui media informasi. .
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling sedikit memuat:

a. APBDesa;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yvang melaksanakan kegiatan;
dan

c. alamat pengaduan,

Pasal 44

Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada

tahun anggaran berjalan; _
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pernbiayaan

tahun berjalan vang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

¢
bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

dan
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2 vaitu
timbulnva atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian
dalam kurun waktu tertentu dan merupakan kejadian yang dapat
menjurus pada terjadinya wabah.
Dalam hal kejadian keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Desa segera melaporkan kejadian dilengkapi data - data
dokumentasi kejadian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan,
selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan melakukan kajian teknis dan
disampaikan kepada Bupati sebagai bahan untuk ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Desa mengenai perubahan AFBDesa dan tetap

mempedomani RKP Desa.
Pasal 45

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBEDesa sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun anggaran berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan
¢. kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran
berjalan,
Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penefapan
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan
sclanjutn‘jra disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan
mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran
APBDesa.



Pasal 46

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 berlaku
secara mutatis dan mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang

Perubahan APB Desa.

(1)
(2]

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)
3 (2)

(3)

(4)

(5]
(6)

Bagian kKedua
Pelakksanaan
Pasal 47

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada
bank yang ditunjuk Bupati.

Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnva, rekening
kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Fasal 48

Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati,

Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur
dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 49

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA]
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa
dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.
DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA] Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKK) Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan,
Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan
kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan
kegiatan.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
merine satuan harga untuk setiap kegiatan,

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan
DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama & [enam)
hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




Pasal 50

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksannan
Anggaran (DPA) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan
Kasi menyerahkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (LPA],

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggarmn
(DPA) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa,

Pasal 51

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran  dan/atau terjadi
perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA).

(2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
dimaksud pada ayat (1] terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan;

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA] paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejalk
Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

{5 Kepala Desa menyetujui rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

(DPPA)  sebagaimana

Pasal 52

{1} Kaur Keuangan menyusun rancangan Rencana Anggaran kas Desa
{RAK} Desa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang

telah disetujui kepala Desa,
(2) Rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] disampaikan kepada kepala Desa melalui
Selretaris Desa,

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan Rencana
Anggaran Kas Desa (RAK) Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi
Sekretaris Desa.

Pasal 53

Rencana Anggaran Kas Desa (RAK] Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) vang telah disahkan oleh kepala

Pasal 54
{1} Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan

pendapatan lain.
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Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] didukung cleh
bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 55

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala
Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang
timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Kaur dan Kasi pelaksana kepiatan anggaran bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1].

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku
pembantu kegiatan untuk mencatal semua pengeluaran anggaran

kegiatan sesuai dengan tugasnya,
Pasal 56

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disetujui Kepaia Desa.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diutamakan
melalui swalkelola.

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari
wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdavaan
masyarakat setempat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui
swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan.

Ketentiian lebih lanjut mengenai tata care pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada avat (2)
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan

barang/jasa di Desa.
Pasal 57

Kaur Keuangan menerbitkan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan operasional
Pemerintah Desa sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang
dari yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pasal 58

Penggunaan anggaran vang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) han kerja.
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Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kepja, Kaur Keuangan wajib mengembalikan
dana kedalam kas Desa.

Kaur keuangan hanya dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi
kebutuhan  khusus operasional Pemerintah Desa  maksimal
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
Kaur Keuangan menyampaikan pertanggungjawaban pencairan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi
pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa,

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh
Kaur keuangan.,

Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih
kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur Keuangan mengembalikan

sisa uang ke kas Desa.
Pasal 59

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalu:
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima,
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilampiri dengan:
4. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban AFB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran,
¢. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan
vang ditetapkan.
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil
verifikasi vang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesual dengan besaran
vang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala

Desa.
Pasal 60

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa
paling lambat 10 (sepuluh] hari sejak dilakukan sertifikasi kegiatan
tahapan dan/atau keseluruhan kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai 100%
berdasarkan hasil sertifikasi kegiatan.

Pasal 61

Kaur dan/fatau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menvusun Rencana
Anggaran Biaya (RAB] pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga
yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.



(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya
(RAB) yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3] Kepala Desa melalui surat Keputusan Kepala Desa menvetujui Rencana
Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak
terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

(4} HKepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kepada Camat atas nama Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak
Keputusan Kepala Desa ditetapkan, dengan tembusan disampaikan
kepada Dinas PMD, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 62

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

(?) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan
pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3] Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2] meliputi

pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan

modal.

(i (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak vang

dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 63

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal
29 dianggarkan dalam APBDesa,

Pagal 64

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

) (2) SiLPA vang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan
belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiavai
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun

anggaran berkenaan,
(3} SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai
atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b

merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus
diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya,

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
kembali rancangan Dokumen Pelaksanaan Angggaran (DPA] untuk
disetujui Kepala Desa menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Lanjutan (DPAL) untuk mendanai kegiatan vang belum selesai atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

[5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
-anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan
Desember tahun anggaran berjalan.



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3

(1)

(11

(3)

Sekretaris Desa menguji kesesuailan jumlah anggaran dan sisa
kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL] vang telah disetujui
menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesal atau lanjutan
pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 65

Pencairan dana cadangan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 29
huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan,

Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penvisihan anggaran dana cadangan dalam
rekening kas Desa.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain
diluar vang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana
cadangan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilaksanakan apahila dana
cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dianggarkan
pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 66

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b
dicatat pada pengeluaran pembiayvaan.

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 67

Penatausahaan keuangan dilakukan olelh Kaur Keuangan sebagai
pelaksana fungsi kebendaharaan.

Penatausahasn scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada avat (3)
ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 68

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum vang terdiri
atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan

c. buku pembantu panjar,

Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas
Desa.

Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak.
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(4)

Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 69

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

a.

b.

C.

(1)
(2}

(3)

(4
(5)

(6)

(7

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten,

disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor
pos oleh pihak ketiga; dan

disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yvang diperoleh dari pihak
ketiga.

Pasal 70

Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan Rencana
Anggaran Kas Desa (RAK) Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi
pelaksana kepiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran
{DPA) dan SPF yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada
penvedia atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPP yang
diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh
Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan
secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4] dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan
kuitansi penerimaan.

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh penerima dana.

Pasal 71

Buku kas umum yang ditutup setiap alhir bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat {3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Selretaris
Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berilcutnya.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluas{ dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat [1).

Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa
untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 72

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester
pertama kepada Bupati melalui Camat,

Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan dan anggaran.



(3)

Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dengan cara menggabungkan
seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling lambat

minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
Pasal 73

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

(1)

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 74

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud

2
H pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran berkenaan vang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disertai dengan:
a, laporan keuangan, terdir atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan dan anggaran; dan
¢, daftar program scktoral, program daerah dan program lainnya yang ke
Desa.
Pasal 75

(1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran,

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan AFB Desa
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 76
(1) Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
sebagaimana dimaksud Pasal 75 diinformasikan kepada masyarakat melalui
media informasi,
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa;
b. laporan realisasi kegiatan;
g, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidalk terlaksana;
d, sisa anggaran; dan
e, alamat pengaduan;
Pagal 77

Format ;

a. Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan;

b.  Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

¢. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

d. Format APBE Desa;




ENSRESFronomong e pergnme

Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Eancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;

Format Penjabaran APB Desa;
Format Lembar Evaluasi APB Desa;
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;

Format Perubahan AFE Desa;

Rancangan Peraturan Kepala Desa ttg Penjabaran Perubahan APB Desa:

Format Penjabaran Perubahan APB Desa;

Format Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA):

Format Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
Format Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan {DPAL);
Format Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) Desa;

Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar;

Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

Format Bukti Penyerahan Barang/Jasa;

Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
Format Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
Format Buku Kas Umum:

Format Buku Kas Pembantu Bank;

Format Buku Kas Pembantu Pajak;

Format Buku Kas Pembantu Panjar;

Kuitansi;

Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;
Rancangan Laporan Keuangan Realisasi APB Desa;

Rincian Aset Tetap Desa;

Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun;

Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke

Desa; dan
Rancangan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

Peraturan Bupati ini.

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

BAB Y
PEMBINAAN DAN FPENGAWASAN

Fasal 78

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa

yang dikoordinasikan dengan AFIP Daerah.

Dinas PMD melakukan pembinasan dan penyusunan regulasi daerah

mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di wilayah Daerah.

Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan

Desa di wilayah Kecamatan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
yang ditetapkan dalam APBDesa induk berdasarkan RKP Desa indulk

dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa

Persiapan,




(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/fatau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
PENUTUF

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang
Lebong Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82
Peraturan Bupat ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 25 Jménow 2019

~BUPAT! ANG LEBONG,

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 25 Februaes 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 520
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR .5.. TAHUN 2019
TENTANGPENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A, Format Kode Rekening
A.1, Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

B o o BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

==

=

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

02 | Penyediaan Penghasilan Tetgp dan Tunjangan Perangkat Desa

03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

04 | Penyediaan Opsrasional Pemerintal Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dlf)

05 | Penyediaan Tunjangan BP0

06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Fakalan Seragam, Listmik di)

07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

90 | Penyvedizan Tunfangan LKD

81 | Penpedlaan Tunjfangan LAD

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

01 | Penvedisan Sarana (Aset Telap) Perkantoran/Pemerintahan

02 | Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa

03 | Pembangunan Frasarana Kantor Desa

S0 | Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa

ay ey Py e T e Lt ol L L L el Ll Ll Ll
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91 | Peningkatan Pembangunan Gedung Prasarana Kantor Desa

92 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunary/Aset Desa

Lad

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

01 | Pelavanan Administrasi Umuwm danKependudgkan

02 | Penpusunan Profil Desa

03 | Pengelpiaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

04 | Pemyuluhan dan Penyadaran Masyarakat lenlang Kependudukan dan Capil

05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskingn Desa secara Partisipatit

-sn-rn-n-la—hirs -
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40 | Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemnbahasan APBDes (Reguler)

02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

03 | Pempusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPIMDesa/RKPDesa dlf}

04 | Penpusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDas Perubahan, LRI dif)

05 | Pengelolaan Administrasy/ Inventanisasy/Penilaian Aset Desa

06 | Pemyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

07 | Pemyusunan { aporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa

09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa antar Desa__

10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Filkades, Pemilifhan Ka. Kewilayahan & BPD

n-n-n-l-ll-n-v-p—-n-'l-l-‘r-"-‘r'-'*-‘
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| 11 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilsyahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes

o0 | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa dengan
KecamataryKabupaten

1

4

91 | Kerjasama Penvelenggaraan Pemeriniahan & Pembangunan Desa dengan Pitiak Ketiga

1 [5] [ SubBidang Pertanahan




01

O
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Sartifikasi Tanah Kas Doga

i

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda
Pertanatian)

03

Fasilitas! Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahian

05

Kegiatan Penyuluhan Pertanahan

Adminstrasi Pajak Sumi dan Bangunan (PBE)

b | et | i | ot | i

LT RS, LR L 11, ]

o7

PenentuanyPenegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan

MN%

= |t

01

Panyelenggaran PAUD/TK/TREA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian
aif)

02

Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagl Masyarakat

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaany/Taman BacaanySanggar Belajar Milk Desa

05

Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasal Nonformal Millk Desa

Pembangunan Sarana/Prasarana_PAUD TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal

o | B | Pl f B |

o e e e

07

Pembangunan Sarana/Prasarana Perpusiakaarny/Taman Baraan Desa/ Sanggar Belajar Milik
Desg

Pengelolaan Perpustakaan Millk Desa (Pengadaan Buky, Honor, Taman Baca)

i dan Pembinaan Sanggar Sefi dan Belajar

10

Dukungan Pendlidikan bagi Siswa Miskiny stasi

bagi Siswa Miskin/Berprestast _____________________|
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana PAUD) TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal_|

B | [ Pt | Bt

i o | s | i | i

o1

R?iamwwmﬂ Sarana/Prasarana Perpustakaany Taman BacaarySanggar Belajar
Milik Desa

=

=

92

Alat Edferkatit (APE) PALID, Madrasah Nonformal

Sub Bidang Kesehatan

Pen Fos Kesahatan Palinges Millk Desa Tnsenii sty

Penyelenggaraan Posyandu (Mikn Tambahar, Kis Bumil, Lamsia, fnsentif)

Bl | | B

MMM!N

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Uniuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan
atl)

Penvelenggaraan Dass Siaga Kesahalan

Pembinaan Palang Meralh Remaja (PMR) Tingkat Desa

Pengaﬂmansmnﬂamuﬁmaﬁmaaﬂarmj

Pembingan dan Pengawasan Upaya Kesahatan Tradisional

Pemelinaraan Sarana Frasarana Posyanduy Polindes/PKD

Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Posyanduy/Polindes/PKD

B b | Bl [ i | B2 | B2 P
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Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Fosyanduy/Polindes/PKD

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pameliharaan Jalan Desa

Pameliharaan Jalan Lingkungan Femukimany/Gang

Pemelibaraan Jalan Usaha Tam

FPemeliharaan Jembatan Desa

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/SelokanyParfy Drainase aiif)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balsl Desa/Balal Kemasyarakatan

Pemeliharaan Pemakaman /Situs BersajaralyPetiiasan Milik Desa

Pameliharaan Ermbung Milk Desa

Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

Pembangunan Jalan Desa

Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman

Pembangunan Jalan Usafra Taw

Pembangurian Jembatan Mk Desa

Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sefokan dlf}

Pembangunan Balal Desg/Balai Kemasyarakatan

Pembangunan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah_Milik Desay/Petilasan

FPembuatan Peta Wilayah dan Sosial Desa

o [Pt | Bk |k | Pk | B | o |k [ I | Pk | I |t | Pl | P | o | P [ B | P | Bl
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Penyusurnan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
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) “

Embung Dasa

FPembangunan
Pembangunan Monumen/Gapura/Balas Desa

Pembukaan Badan Jalan Dasa

o1

Perkerasan Jalan Desa/Jalan Lingkungan/Jalan Usaha Tand

a3

92 | Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa/Jalan Lingkungan/Jalan UsahaTan

Rehabilitas Jembatan Mtk Desa

Rehabilitasy/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dl)

95

Rehabilitasi/Peningkatan Balal Desa/Balal Kemasyarakalan

Rehabilitas)/Peningkatan Embung Desa

(VL WCRFPUREIRY FIPUL (V] [P PO ] 957 (9%

97

Rehabilitasi/Peningkatan Monurner/Gapura/Batas Desa

Sub Bidang Kawasan Permukiman

01

Dukungan Pelaksanaan Program PembangunaryRehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

02

Pemelitaraan Sumur Resapan Miik Desa

03

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa {Mata Air, Penampung Alr, Sumur Bor df)

Penmﬁﬁmmwmﬂkﬁeﬂhkeﬁm Tangga (Pipanisas! dil)

05

mmmmm;mmwﬂ@#mwmnﬂ

o7

08

10

FPembangunan Sumur Resapan

11

Sumber Air Bersih Milik Desa (Mala A/ Tandon Penampungan Air Hujan)

12

Pembangunan Sambungan Alr Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi)

13

Sanitasi Permukiman (Goro Barit diluar prasarana j

14

Pembangunarn Fasilitas Jamban UmumyMCK umum, o

15

WFM%&M@MW{WM#W)

16

Pembangunan Sisterm Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Drainase)

Bermain Anak Milik Desa

Pembangunan
Rehabilitasy/Peningkatan S

-0 N NV W N N - N L Y B B R R R

o1

/ ir Resapan .
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92

Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi)

E e

93

Refabilitasiy Peningkatan Samitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Farit dilar
prasarana jalan)

Rehabilitasy/Peningkatan Fasiitas Jamban Umumy/MOK umum, df

Rehabilitasy/Peningkatan Fasilitas Pengefolaan Sampah (Penampungarn, Bank Sampah)

Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Drainase)

| |

Rehabilitasi/Peningkatan Tamary Taman Barmain Anak Mtk Desa

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

01

Hutarr Milik Desa

02

Pengelolaan Lingkungan Hidup Milk Desa

03

Pelatiban/Sosialisas)/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidkip

LO R RER R, NN )

Pelatihan/Sosialisas/Penyuluhan/Penyadaran tentang Kefutanan

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

01

Pembuatan Rambu-rambu i Jalan Desa

02

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Papan Informasi, Balifo DI

03

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
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Pengelolaan nhnpengemhanganfmmmasff{?ammem {Pemerintaharn Basis
Elaktromik)

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

01

W&WMAWM

Rehabilitasi/Peningkatan Sarand & Prasarana Energl Altematif Desa

a1
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92

Pemantauan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Jzin Resmi (FETT) |
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Sub Bidang Pariwisata

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Miltk Desa

02

Sarana dan Prasarana Parwisata Millk Desa

03

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Rehabilitasy/Peningkatan Sarana dan Prasarana Panwisala Milik Desa

[ | fod | |Bd | | Bd
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)

Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Komunitas Lokal (Kelompok Budaya/Adat)

e

L=

92

Pangembangan/Pemanfaatan Lokas/ Situs Bersejaral Desa/Potensi Pariwisata Desa

93

Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Paniwisata Secara Ramah Lingkungan
{ekowisata)

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Lk

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

01

Pengadaany/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa

02

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban (Satgas Linmas)

Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perfingungan Masy. Skala Lokal Desa

GRS

Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
Pen| Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

Rad | had| LadLed | el Bed| b
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07

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Big. Hukum & Pelindungan Masy.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

01

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

02

Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tit. Kec/KalyKot)

Penyelenggaran Festival Kesenian Adat dan Kebudayaan Desa (Peringatan Harl Besar)

BB

Pemeliiaraan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Millk Desa

Lad

Pembangunan Sarana Frasarand Kebudayaan dan Rumah Adat Milik Desa

Rehabilitas: Sarana Frasarana Kebudayaan dan Rumalh Adat Milik Desa

Led W[

91

Permibinaan dan Penguatan Keagamaan oleh Perangkat Agama (Kader Risma Desa)

92

Penyelenggaran Kegiatan Keagamaan dan Kerohanian Desa {Tabligh Akbar)

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

0

Penginiman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagal Waki Desa tkt Keg/Kaly'Kota

0z

Penyelenggaraan Pembinaan dan Sosialisasi bagl Kepemudaan Tingkat Desa

03

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa

Pemelinaraan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milfk Desa

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Nahraga Millk Desa

| G| R W] L) Lo

Lo Led| ] Lofted| e Lk

Pemtbinaan Karang Taruna/Kiub KepemudaanyOlatraga Tingkat Desa

I Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

01

Pembinaan Lembaga Adat (BMA Desa)

02

Pemixinaan LKMOYLPMALPMD

Lad| Rab| Lab| a3

B B B

03

Pemibinaan FKK _|I

e >
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Pelatifan Pembinaan Lembags Kemasyarakatan

Penyediaan Operasional Perkantoran LKD

21

Pertvediaan Operasional Perkantoran LAD

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Sub Bidang Perikanan

01

Pameliharaan karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desz

02

Pemelifiaraan Pelabuhan Perikanan SungajKeal Miltk Desa

03

Pembangunan Karamba/Kolam Perfkanan Darat Milik Desa

Pembangunan Pelabuhan Perkanan Sungal/Kecll Milik Desa

05

Bantuan Perfkanan (Bibit/Pakany/all)

Bimtek pengenalan TTG untuk Perikanan Daral/Nelayan

S0

Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Daral Miik Desa

Ll & 2 2 & & 2] 2] & &
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91

Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan SungaiKecil Milik Desa

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

01

Feningkatan Froduksi Tanaman Fangan (alat produksypengelolaany penggifingan)

02

Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolzan/kandang)

—Pm;'w!an Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dif)

04

Pemeliharaan Saluran Irgas Tersier/Sederfiana

05

Bitmtek Pengenalan TTG untuk Pertamian/Petermakan

20

Pembangunan Saluran frigas’ TersierySederhana

N N

L= 0 I S I R I ]

)}

Rehabilitas)/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhiana

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

01

Peningkaltan Kapasitas Kepala Desa

02

Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

03

Peningkalan Kapasitas BP0

R IE - N Y

Lad | Lad| k| Cad| Lab

a0

Peningkatan Kapasitas Aparatur Dess antar Desa melalul Forum Kerasama Antar Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01

Pelatifan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

02

Pelatifan dan Penyuluhan Perindungan Anak

Bl b | b
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03

Pelatifian dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

o

Pefatihan Manafemen Koperasy/ KU UMM

0z

Pengembangan Sarana Frasarana Usaha Mikro, Kecll, Meneangah dan Koperass

| h| B
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Pengadaan Teknologd Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertariar
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Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

01

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)

fu

o

02

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg diiaksanakan ofeh Pemdes)

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pemeliharaan Pasar Desa/kios Milk Desa

Pembangunan Pasar Desa/Kios Milik Dess

Pengembangan Indusiri Keal Tingkat Desa

Pembentukan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

-h-h-ﬁ-.h.h_h_h

Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kias Milik Desa

et e B | ) B T
2 8 B 8 8 e

Pelatiban Kelompok Usaha Ekomomi Proguktit

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
DESA

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penanggulanan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

Penanganan Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

tn| w| wi| wi| | w

Lad | Lab| pb| Bd| |

Penanganan Keadaan Mendesak




Kode
Rekenlr;g__ Uralan

alble|l d |

a PENDAPATAN

FIEd Pendapatan Asll Desa

& [1]|1 Hasil Usaha

4 1] 1] 01 ~ " Bagi Hasil BUMDes

4|1|1]90 Lain-lain Hasil Usaha Desa

4|12 Hasil Aset s

al1|2|01 Pengelolaan Tanah Kas Desa

41]2]02 Tambatan Perahy

(12|03 PosarDesa :
%4120 rempat Pemandian Umam

a1z g iges Desa

41|2]06 Pelelangan Tkan Millk Desa .

41207 Hasil Kios Milik Desa o

4 1|2 08 Pemaniaatan Sarana/Prasarana Qlahraga

41|29 Lain-lain Hasil Aset Desa

4 (13 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

a(1]3|01 o Ghadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4 1]3]90 [ain-lain Swadaya, Partisipasl dan Gotong Royong ==

4|14 Lain-lain Pendapatan Asli Desa ' -
VEBREHE Hasil Pungutan Desa S
4149 Lain-Lain Pendapatan Asll Desa

42 Transfer : -
EiFSE Dana Desa ===

4 2[1]01 Dania Desa ==
422 Bagian darf Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota .
4lz|2]01 Bagl Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4213 Alokasi Dana Desa ' o
4(23|01 Alokasi Dana Desa .
4|24 Bantuan Keuangan Provinsi . h

42401 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

4249 Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi

425 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

412|151 M Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

4 (2[5 9% Lain-lain Bantuan Kevangan dari APBO Kabupaten/Kota

42|86 Bantuan Keuangan APBN /Pemerintah '

-8-

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pemblayaan




01

4|26 Bantuan Keuangan darl APGN /Pemerintah
412|6|9 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBN /Pemerintah
4|3 Pendapatan Lain-lain

4131 Penerimaan dar Hasll Kerjasama antar Desa
4310 Penerimaan darl Hasil Kerjasama antar Desa

4132 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4 (32|01 Penerimaan darf Hasil Kerfasama Desa dengan Pilak Ketiga
4133 Penarimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4(3|3| 0 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4134 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

43401 Hibah dan sumbangan dar Fihak Keliga

4135 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4[3[5]m Pengembalian Belamja Tahun-tahun Sebelumnya
43|86 Bunga Bank

413|601 Burge Bank

413]8 Lain-lain pendapatan Desa yang sah

413|990 Lain-lain pendapatan Desa yang sah

5 BELANIA

511 Belanja Pegawai

5111 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
511(1]01 Penghasiian Tefap Kepals Desa

5111102 Turangan Kepala Desa

5/1]1] 090 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah

5112 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

5 2| m Fenghasilan Tefap Perangkat Desa

5| 12|02 Tunjangan Perangkal Desa

5/1|2| % Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

5113 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5/1[3[o Jaminan Kesehatan Kepala Desa

5|13 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

5|13 03 Jaminan Ketenagakeriaan Kepala Desa

s[1]3] o4 Jaminan Ketenagakeraan Perangkat Desa

5114 Tunjangan BFD

5(1 4|01 Tumjangan Keduduwkan BP0

51402 Tunjangan Kinerja BP0

5(1|5 Tunjangan LKD

5|15 90 Turjangan Kedudukan PRK Tingkat Desa

5]1|5| 9 Turyjangan Kevdudukan Perangkat Agama

3 5|82 Tunjangan Kedudukan LKMO/LPMD

5 1[5 %3 Turjangan Kedudukan Karang Tanna




[

Tunjangan Kedudukan Posyand

95

Turfangan Kedudukan Satgas Linmas Desa

Tunjangan LAD

S| v | W

Tunjangan Kedudukan BMA Desa

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan

01

Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

-

0z

Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tanggs dan Bahan Kebersihan

Lae I 1 ) O T I

e

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam

Kebakaran

Belanfa Barang Cetak dan Penggandaan

Belanja Barang Konsumsi (MakaryMinum)

Belanja Bahan Material

Befanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

]

Belanja Pakaian Dinas/SeragamyAtribut

Balanja Bahan Obat-obatan

Belaryja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan

Belanjs Pupuk/Obat-obatan Pertaman

Belanja Barang Pakal Habis

Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Kegiatan

Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

Belanja Jasa Honorarium

Befanfa Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

mmm{.rlull.nu:mml.nml.nmmmmmmmmuumm‘lm

Balania Jasa Honorarium Pembanitu Tugas Umum Desa/Operalor

Belanja Jasa Honoranumy/fnsentif Pelayanan Desa

Belanja Jasa Honorarium Tenaga AhlyProfesi/Konsultan/Narasumber

Belanja Jasa Honorarium Pefugas

Belanjs Jasa Honorarum /Upah Harian Orang Kerja

91

Belanja Jasa Honorarum Kader Teknis Desa

Belanjs Jasa Honorarium Tenaga Konsulan Perencanaan

93

Belanfa Jasa Honorarlum Tenaga Teknis Pengawasan

Belanja Perjalanan Dinas

01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

02

Belanja Perjalanan Dinas L uar Kabupaten/Kota

Belanja Kursus Palatihan

Belanja Peralanan Dinas Dalam Kecamatan

o1

Belanja Perjalanan Dinas Lainnya

Belanja Jasa Sewa
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01

Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang




02

Belanfa Jasa Sewa PeralatanyFerlengkapan Kantor

03

Belanfa Jasa Sewa Sarana Mobilitas

Belanfa Jasa Sewa Peralatan Elektromik /Sound Systemy/Froyektor

91

Belania Jasa Sewa Perlengkapan Adaly/Pakalan Adal/Kesenian

92

Belanfa Jasa Sewa Alat Beral/Dump Truck/Colt Diese!

93

Belanja Jasa Sewa Periengkapan Lainnya

Belanja Operasional Perkantoran

o

Belanja Jasa Langganan Listok

0z

Belanja Jasa Langganan Air Bersi

03

Belanja Jasa L angganan MajalalySurat Kabar

04

Belanfa Jasa Langganan Telepon

05

Belanfa Jasa Langganan Internet

Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

o7

Belanja Jasa Perparjangan Lin/Pajak

-’

Belania Operasional Perkantoran lainmya

Belanja Pemelinaraan

01

Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

02

Belanfa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Belanfa Pemelifharaan Bangunan

05

Belanfa Pemeliharaan Jalan

Belanfa Pemelifaraan Jermbatan

NNMMMMNMHMMMHMMNMMNHEMHM
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o7

Belanja Pemeliharaan Irigasy/Saluran Sungay/Embung/Air Bersih,
Jaringan Alr Limbaty, Persampahan, dil)

Pt

08

Belanfa Perneliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internel,
Komunikass, dll)

Belanja Pemeliharaan Lainnya

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

01

Bajarga Bahan Perlengkapan yang Diseralikan ke masyarakat

Lﬂmmmml..l‘1mmmummmmmmmwmmmmm[mm|mmm
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02

Belanja  Bamtuan  Mesin/Kendaragan  bermofor/Peralatan  yang
diserahkan ke masyarakat

03

Belanja Bantuan Bangunan yang diseralikan ke masyarakal

Belanja Beasiswa Berprestasy/Masyarakat Miskin

&

Belanfa Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Tkan

e A I N |

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

Belanja Modal

[y

Belanja Modal Pengadaan Tanah

[

01

Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah

—-

02

Belanja Modal Pembayaran Horarum Tim Tanah

03

Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanal

-

Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
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05

Belanfa Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
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Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

01

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)

02

Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

03

Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Mebelalr dan Aksesoris Ruangan

05

Belanja Modal Peralatan Dapur

Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

07

Balanja Modal Peralatan Rambu-rambiyPatok Tanah

08

Belanfa Moda! Peralatan Khusus Kesehalen

Belanja Modal Peralatan Khusus PertanianyPeternakany/Perikanan

10

Belania Modal Mesin

11

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Serat

80

Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alal Beral Lainnya

Belanja Modal Kendaraan

01

Balanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)

02

Belanja Modal Kendaraan Darat Barmolor

03

Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor

Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

05

Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor

Baiania Modal Kendaraan Lainnya

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

o1

Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan

02

Balanja Modal Gedung, Bangunan, Tamarn - Upah Tenaga Keria

Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material

Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

01

Belanja Modal Jalan - Hanor Tim Pelaksana Kegiatan

Belanja Moaal Jalar - Upah Tenaga Kerja

03

Belanja Mogal Jalan - Bahan Bakuy/Material

Belanja Mogal Jalan - Sewa Peralan

Belanja Modal Jembatan

01

Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan

0z

Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja

03

Belamia Modal Jembatan - Bahan Bakuy/Material

Belania Modal Jembatan - Sewa Peralatan
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Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainass/Alr
Limbah/Persampahan

ad

o1

Belanja Modal Irigas)/Embung/Drainase/all - Honor Tim Pelaksana
Kegiatan

L

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/all - Upah Tenaga Kera
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3|7 Belanja Moaal Irigasl/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
3|7 | 04 Belanja Modal IrigasyEmbung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
3|8 Balanja Modal Jaringan/Instalasi
3lelm Belanja Modal Jaringan/Instalas| - Honor Tim Pelaksana Kegialan
3[e] 02 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
38|03 Balanja Modal Jaringan/Instalas! - Bafian Baku/Material
3| |4 Belanja Modal Jaringan/Instalas! - Sewa Peralatan
3|9 Belanja Modal lainnya
3[9]| 01 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
ENEERE Beianja Khusus Qlahraga
EREER KT Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
3,904 Belanyja Modal Tumbuhany/Tanaman
3[of 05 Belanja Modsl Hewan
3(9|9 Balanjz Modal Lainnya
4 Belanja Tak Terduga
411 Belanja Tak Terduga
41| M Belanja Tak Terduga
PEMBIAYAAN
1 Penerimaan Pembiayaan
11 SILPA Tahun Sebelumyz
111 (D1 SMLPA Tahun Sebeluminya
1|2 Pencairan Dana Cadangan
12| 01 Pancairan Dana Cadangan
1113 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
113( M Hasif Peryuaian Kekayaan Desa yang Oipisafikan
119 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
1199 Penerimaan Pembidyaan Lafmya
2 Pengeluaran Pembiayaan
211 Pembentukan Dana Cadangan
21|01 Pembentukan Dana Cadangan
2|2 Penyertaan Modal Desa
212|101 Penyertaan Modal Desa
2|9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya
29|90 Pengeluaran Pembiayaan lainya
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B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN ...... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
9 KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang :abahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujuddari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbukadan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuranmasyarakat Desa;

b.bahwa  Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun
ANQGATAN .o termuat dalam Peraturan
DesatentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
....yang disusun sesuai  dengankebutuhan
penyelenggaraanpemerintahanDesa berdasarkan  prinsip
kebersamaan,efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan
lingkungan,dan kemandirian sehingga menciptakan landasan  kuat
dalammelaksanakan pemerintahan danpembangunan
menujumasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud
dalam huref & dan  huruf b, perlu  menetapkan Peraturan
, DesatentangAnggaran  Pendapatandan Belanja Desa TahunAnggaran ..;
-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran MNegara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5455);

2, Peraturan Pemerintah Momor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nemor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 555B), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dard Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lermbaran Megara Republik Indonesia Nomor 5694);



Cengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ... . (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA......
TAHUN ANGGARAN ............

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

wuee dENGAN perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa R siaviaamriaiiimin
2. Belanja Desa BDisviiins innsssassapassnns

3. Pembiayaan Desa
2. Penarimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

9 Selisih Pembiayaan (a- b )

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

@. APB Desa;

b, daftar penyertaan modal, jika tersedia; c.daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
,Beian}a Desa sebagal landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan anggaran jenis belanja
tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa,

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap angoaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan
aleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e, berskala lokal Desa,

Pasal &
Dalam hal terjadi;

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan



kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD,

Pasal 7

Peraturan Desa Ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa... ...(Nama Desa).

Ditetapkan di v.oossismnana
pada fanggal ...

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanagal ...

SEKRETARIS DESA ... (Mama Desa),

tanda tangan
%
MAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAM ....... (Mama Kecamatan)
KABUPATEN ........ (Mama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR. ... TAHUN ...

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

9 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang :a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan  keuangan Desa dileksanakan secara  terbuka  dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat

Desa;

b. bahwa Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun

Anggaran v termuat  dalam  Peraturan  Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....yang
disusun  sesual dengankebutuhan  penyelenagaraan
pemerintahanDesa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiens],
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian
sehingga menciptakan  landasan  kuat  dalam  melaksanakann
pemerintahan dan pembangunan  menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera;
.-_g c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf @ dan huruf b, perfu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....;

Mengingat i ; ..... ,
CRETTET ) ¥
3.

4_..- .-.-.-.dan ceterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ......... (Mama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan H PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.. dENgaN perincian sebagai berikut:
1. Perﬂaﬂal‘,ﬂn DEEE annnII-IrlIllIHII!rllrli
2, Belanja Desa R ioumias nipuassiraiss

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan RP: esnebiiss biavissbinns

b. Pengeluaran Pembiayaan PR e T

Selisih Pemblayaan (a=b ) BB i
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dar Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

i JAPE Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(3) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak,
(4) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.
(5) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang
,’ perubahan APB Desa,
(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
g, berskala lokal Desa,



Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.
kepala Desa dapat mendahului perubahan APE Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran

= T (Nama Desa).
Ditetapkan di .....coomsimiien
pada tanggal e
KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
) NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tznda tangan

MAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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C.1. Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

.
.

KEPALA DESA ..... (Mama Desa)
KECAMATAN........ (Nama Kecamatan)
KABLUPATEN........ (Nama Kabupaten}

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMNJABARAN ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELAMIA DESA
TAHUN ANGGARAN ...ovciimssnnnns
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA... (Nama Desa),
bahwa sebagal  pelaksanaan  ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Memor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun
Anggaran .., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa} Tahun
ANQOAran ......;

: I,
L

....0an seterusnya;

MEMUTLUISKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANIA DESA.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

weses VLM dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa - R,

b. Transfer 1 —

€. Lain-lain Pendapatan yang sah RPicicivsiiasman

Jumiah Pendapatan RPhssssiiviiiaiinm

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2+ E—

b. Bidang Pembangunan RPiisssasnsian
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t. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 21 I,
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPiiiasarain
e, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja
Surplus/|Defisit] B scsiniiinensss

3. Pembiayaan Desa
. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b) 7 T

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

FPasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Diokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan

Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.
Pasal 4
Peraturan Kepala Desa Ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
<reeens (Nama Desa)

Ditetapkan di ..o
pada tanggal ...

KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desal,

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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D. Farmat Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun
dengan Peraturan Desa,

2, APB Desa disusun sesual kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa harus dievaluasi oleh Camat.

4, Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu mengeluarkan
Panduan Evaluasi APB Desa sebagal acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APE Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan AFB Desa,

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud
panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesual dengan ketentuan peraturan
perundangan,

2. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian
kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian
kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan
Desa tentang APE Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APE
Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait
dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desatentang AFB
Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
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2. Aspek legalitas yang meliputi identifikas! peraturan-peraturan yang melandasi
penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud,

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan mater| dengan
RPIM Desa dan RKP Desa; dan

4, Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

E. EWVALUASI
1. Persiapan Evaluasi.
a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi,
yaitu:
1) Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, yang

terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Anggota . Unsur pemerintah kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang mermiliki
kompetensi sesual bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi
Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa

3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(AFBD) Kabupaten,

b, Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama
a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati
bersama BPD; dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah
disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disampaikan oleh Desa
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah; atau
Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).



b)
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Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan,
Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana

cadangan, Perdes tentang pendifan BUMDesa, hasil analisa
kelayakan penyertaan modal BUMDes, dil)

Cisiapkan oleh Tim Evaluasi

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Perbup tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokal berskal desa.

Perdes tentang Penetapan Daftar kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan lokal berskal desa.

Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Peraturan Bupati tentang Dana Desa.

Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,

PeratuPran Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksaan Evaluasl.
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
d. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai

2)

berikut:

a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi;

¢) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi;

d) Kesesualan Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;

Langkah-langkah Evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi.

b) Langkah 2 ! Pencatatan nomor, tanggal dan

kelengkapan lampiran semua dokumen:

c) Langkah 3 ! Penelitian dan penganalisian nomar,

tanggal dan kelengkapan lampiran semua
dokumen;
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d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian
semua dokumen dengan ketentuan yang
berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokumen;

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil
langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai
ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk
melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah
dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja,
ferdarmgir.

3. Hasil Evaluasi.
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim
Evaluasi menyusun laporan hasll evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Camat.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan ballk kepada
pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis
besar menyajikan informasi mengenai:
(a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
{b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
b. Inspektorat Daerah Kabupaten.
c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
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E.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN ........(Nama Kecamatan)
KABUPATEN ............ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang @ a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan

pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun

ANGOAran ..

Mengingat R (PR
R
3. .....dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DESA  TENTANG  PERUBAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.......TAHUN ANGGARAN ...

ANGGARAN




S
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....semua

berjumlah Rp. i oiviimiinsisiennnen);  bertambah /
berkurang sejumiah  Rp. .cocvvens{iviiniinnnnes)  Sehingga  Rp.
il s e ) GENGEN rincian  sebagal
berikut :
1. Pendapatan Desa
8. semula
b. bertambah/{berkurang)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rt
2. Belanja Desa
a. semula
b. bertambah/({berkurang) RPLcoismipis
Jumlah belanja setelah perubahan Rpimms
Surplus/({Defisit) setelah perubahan Rp
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a, Semula

b. Bertambah/{berkurang)

Jumlah penerimaan setelah perubahan AD s
3.2. Pengeluaran Pemblayaan

a. Semula 17 Fp e —

b. Bertambah/({berkurang} RPuiiiaisiinnain

Selisih Pembiayaan setelah perubahan{ a-b ) Rp...............
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APEDesa.




Pasal 4
Peraturan Desa Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di ....cocoviininn
pada tanggal ..oovieieemeens

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
MNAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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F.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA. ..... (Nama Desa)
KECAMATAN........ (Mama Kecamatan)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaa)
PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG

PENJABARAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAMIA DESA

TAHUN ANGGARAN .ooieanas

BEEAAS

DEMNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang  : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Momor,...... Tahun
woe tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ..., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa
wrnnenssssnenerenne: (NEMA  Desa) Tahun Anggaran ......;

Mengingat F
Ry
3. ...dan seterusnya;

[
f

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA, TENTANG PEMIABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA

DESA.........[{Mama Desa) TAHUN ANGGARAN ........
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...5emula berjumiah Rp. ....... 7= { sssssssanna), Dertambah | berkurangn sejumiah Rp.
........ [ o) SERENQGAN menjadi T/

..... ) dengan perincian sebagai berfkut :
1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah PADesa setelah perubahan R

1.2 Transfer
a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan e
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
a, Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlzah lain-lain pendapatan yang sah
setelah perubahan
Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan B
2.2, Bidang Pembangunan
a, Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan REG i
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan | 1 FR——
2.4, Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula
b. Bertambah/{berkurang)
Jumlah setelah perubahan 1 R
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2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula
b. Bertambah/({berkurang)
Jumlah setelah perubahan 11 A R—
Jumiah Belanja setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rt i

3, Pemblayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp....
b. Bertambah/(berkurang) R i
Jumlah setelah perubahan Rp
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

..................

a. Semula B iavisnisiiiiis
b. Bertambah/(berkurang) Rp it
Jumlah setelah perubahan RP.coveicsiannsns

Selisih Pembiayaan setelah perubahan BB:cnmmsngusa
Pasal 2

Uralan lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APE Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan [ebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPFPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat  mengetahui,memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya
dalam Berita Desa .. (Nama Desa)



Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN

~40-

Ditetapkan di .......ccovmnranss
pada tanggal ... smeie

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

o NOMOR ...
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S. Format Laporan Pertanggungjawaban Realiasi APB Desa
S.1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi
APB Desa

KEPALA DESA ..... (Mama Desa)
KECAMATAM ....... (NMama Kecarnatan)
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
MOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

. LAPORAN PERTANGGUNIAWABAN REALISAS]
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMIA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Mama Desa),

Menimbang ;& bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagal wujud dar
pengelolaan  kevangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat
Desa;

b, bahwa  Anggaran Pendapatan dan Belanjm Desa Tahun
Anggaran ... termuat dalam  Peraturan  Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...yang
disused sesua dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintzhan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
. berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan
‘ landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan
renuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c.bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Laporan Pertanggungjawaban Realiasasi Anggaran  Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ....;

Mengingat | R
% s oo
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
KEPALA DESA dal'l (Nama Desa)
MEMUTUSIKAN:
Menetapkan { PERATURAN DESA TENTANG LAPORAM PERTANGGUNGIAWABAN

REALIASI ~ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN .....



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

... dEngan perindan sebagai berikut:
1. | Pendapatan Desa ‘ Rp. ‘
2. | Belanja Desa
a. | Bidang Penyelenggaraan ] -
Pemerintahan Desa
b. | Bidang Pembanguan Desa 1] + T
c. | Bidang Pembinaan 1]+ T
Kemasyarakatan Desa
d. | Bidang Pemberdayaan 1 J—
Masyarakat Desa
e. | Bidang Penanggulangan [« R
Bencana/Darurat dan
Mendesak Desa
Jumlah Desa

Surplus/Defisit

3. | Pembiayaan Desa

a. | Penerimaan pembiayaan

b. | Pengeluaraan pembiayaan
Selisihh Pembiayaan (a-b)

. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan Bp
Rp

Selisih Pemblayaan (a—b )

CRCTTTT HEEAEAE AR R R R

Pasal 2

Uralan lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Desa ini yang terdiri dari ::

a. Lsmpiran 1 : Laporan Keuangan

b. Lampiran 1II : Laporan Realisasi Kegiatan Priode 01

Januarl = 31 Desember tahun anggaran ...

c. Lampiran OI : Daftar program sektoral, program daerah dan ccogram
lainnya yang masuk ke Desa,

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa;

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setip orang dapat mengetahul, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa inl dalam Lembaran Desa.dan Berita Desa oleh Sekretaris
Desa
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Ditetapkan di .....coeivenicene.
pada anggal ..........ccieeeas

KEPALA DESA . (Nama Desa)

tanda tangan
MAMA
Diundanakan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
MAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...




